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ABSTRAK 
Pemberian status kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran 

sangat penting karena berdampak pada hak-hak sebagai warga negara dan masyarakat 

internasional yang perlu memperoleh kepastian hukum atas segala perbuatan 

hukumnya. Tujuan penelitian untuk mengkaji dan mengetahui status kewarganegaraan 

anak sebagai akibat perkawinan campuran di Indonesia. Penelitian ini metode analisis 

normatif dalam mengkaji persoalan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran atau orang asing 

dengan orang Indonesia ada dua ketentuan yaitu 1) kewarganegaraan terbatas yaitu 

selama belum mencapai usia 18 tahun atau belum menikah, anak yang lahir dari 

perkawinan campuran masih memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan asing sesuai 

asal negara ayah atau ibunya. 2) Dan jika sudah mencapai usia 18 tahun atau menikah 

maka harus memilih salah satu kewarganegaraan asing atau Indonesia, dan jika  tidak 

memili maka dianggap telah melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Pemberian status 

kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran sangat penting 

karena berdampak pada perbuatan hukum anak tersebut jika sudah dewasa nanti. Anak 

yang sudah memiliki status sebagai warga negara Indonesia harus taat terhadap segala 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam segala 

bidang hukum.   
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PENDAHULUAN 

Arus globaliasi membawa warga negara satu dengan warga negara lain 

saling berinteraksi secara mudah baik lewat media sosial maupun secara 

langsung melalui pekerjaan, dengan kemudahan insteraksi tersebut komunikasi 

orang luar dengan orang Indonesia begitu mudah dan saling berkenal antara 

satu dengan yang lainnya, sampai pada terjadinya perkawinan antara orang luar 

dengan orang Indonesia. Perkawinan antara orang luar dengan orang Indonesia 

tentunya berdampak pada status kewarganegaraan anak lang lahir dari 

perkawinan tersebut. Perkawinan campuran yang terjadi antara orang Indonesia 

dengan orang asing asing tentunya akan berdampak pada status 

kewarganegaraan anaknya. 

Memiliki kewarganegaraan merupakan hak dasar masyarakat dunia, 

karena dengan berkewarganegaraan seorang dapat berjalan atau berkunjung ke 

negara mana saja dan melakukan perbuatan hukum dimanapun sesuai dengan 

ketentuan negara yang ia kunjungi. Setiap orang memiliki hak untuk 

memperoleh status kewarganegaraan dari negara kelahirannya atau negara dia 

dilahirkan. 

Tentunya setiap orang harus mempunyai hak yang sama dalam 

memperoleh pengakuan dari negara ia dilahirkan atau dari negara orang tuanya 

sebagai warga negara, karena negara hadir untuk mengakomodir segala 

kepentingan masyarakat yang berada dalam negara itu sendiri. 

Di Indonesia status kewarganegaraan menjadi hal sangat krusial karena 

dengan memperoleh status sebagai warga negara seorang dapat melakukan 

berbagai perbuatan hukum dan memperoleh hak-hak lain sebagai warga negara. 

Dengan terpenuhi hak sebagai warga negara setiap orang dapat memenuhi 

kebutuhan hidup dan kebutuhan lain sebagai warga negara.  

Orang yang lahir di Indonesia dari pasangan suami istri orang Indonesia 

sudah jelas berstatus sebagai warga negara Indonesia sejak kelahirannya sampai 

memilih untuk pindah ke negara lain atau karena meninggal dunia, namun 

orang yang  lahir dari perkawinan campuran antara orang luar negeri dengan 
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orang Indonesia ada hukum khusus. 

Pernikahan campuran sering terjadi oleh orang WNI dan WNA dan 

melahirkan anak dari perkawinan tersebut sehingga anak yang lahir dari 

perkawinan tersebut memperoleh status hukum sebagai warga negara yang 

mana apakah ibu atau ayah asingnya atau ibu atau ayah Indonesianya. 

Negara perlu memberikan kepastian hukum terhadap kewarganegaraan 

anak yang lahir di wailayah hukumunya, dan menjamin hak-hak warga 

negaranya. Negara atau pemerintah tidak boleh membiarkan orang berada 

dalam wilayahnya tanpa status sebagai warga negara, dan negara juga tidak 

boleh memberikan kewarganegaraan kepada orang yang sudah memiliki 

kewarganegaraan di negara lain sehingga menyebabkan orang itu memiliki dua 

kewarganegaraan. 

Masalah pernikahan antara dua orang yang beda tidak menjadi penghalang 

bagi anak mereka untuk memperoleh status kewarganegaraan, negara hanya 

perlu memberikan legalitas sebagai warga negara dan menunggu anak itu 

sampai dapat memilih kewarganegaraan sendiri. 

Persoalan nikah antara orang luar dengan orang Indonesia harus 

menemukan hukumnya, karena apabila terjadi kekosongan hukum terhadap 

suatu persoalan maka berdampak pada kepastian hukum. Oleh karena itu, telah 

dibuatkan UU Kewarganegaraan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya 

ketidakpastian hukum. 

Jauh sebelum lahirnya UU Kewargenagaraan sering terjadi permasalahan 

untuk mengatur bagaimana memberikan kewarganegaraan kepada anak yang 

lahir dari pasangan suami istri orang luar negeri dengan orang Indonesia, namun 

dengan adanya UU  tersebut, maka tidak terjadi kekosongan hukum setelahnya.  

Pemberian status kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan 

campuran sangat penting karena berdampak pada hak-hak sebagai warga 

negara dan masyarakat internasional yang perlu memperoleh kepastian hukum 

atas segala perbuatan hukumnya. 

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui 
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status kewarganegaraan anak sebagai akibat perkawinan campuran di Indonesia.  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini mengkaji persoalan anak yang dilahirkan dari pernikahan 

orang luar dengan orang Indonesia dengan pendekatan norma, kaidah dan asas 

(Paren et al., 2023) sebagai landasan berpikir guna menngkaji permasalahan yang 

diteliti. 

 Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu suatu metode 

analisis yang menyajikan data dalam bentuk deskripsi kemudian dianalisis 

setelah menganalisis maka ditarik kesimpulan dari hasil analisis yang 

dilakukan.(Prambudi et al., 2024)  

Terdapat beberapa bahan hukum dalam penelitian ini salah satunya bahan 

hukum primer yaitu bahan hukum utama yang digunakan sebagai bahan 

rujukan dalam menganalisis permasalahan.(Yuniar et al., 2017) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Hukum Status Kewarganegaraan Anak Sebagai Akibat Perkawinan 

Campuran Di Indonesia 

Berikut ini beberapa regulasi yang penulis kaji terkait status anak yang 

lahir dari nikah orang luar dengan orang Indonesia, yaitu: 

1. UUD 1945 

Ketentuan mengenai kewarganegaraan diatur dalam Pasal 26 

ayat (1) maka orang asing dan orang Indonesia asli memperoleh hak 

sebagai warga negara Indonesia jika disahkan oleh peraturan 

perundang-undangan. Sepanjang tidak terjadi pelanggaran dalam 

menetapkan status kewarganegaraannya. 

Ketentuan pasal tersebut menegaskan bahwa untuk 

mendapatkan status kewarganegaraan harus ada pengesahan dari 

peraturan perundang-undangan. Namun perlu dipahami bahwa 

kalimat ‘orang-orang bangsa asli dan orang-orang bangsa lain’ harus 

dimaknai terpisah ketika dihubungkan dengan kalimat ‘ pengesahan 

oleh undang-undang’ artinya yang disahkan sebagai warga negara 
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Indonesia adalah orang bangsa lain bukan bangsa asli.  

Orang Indonesia tidak perlu ada pengesahan oleh UU, cukup 

negara memberikan identitas kepadanya sebagai warga negara 

Indonesia sehingga tidak perlu ada pengesahan dengan undang-

undang, cukup melengkapi data kependudukan.   

Namun bagaimana dengan anak yang lahir dari pernikahan 

campuran misalnya ayah atau ibunya merupakan orang Indonesia dan 

ayah atau ibunya merupakan orang Arab, dan dia lahir di Indonesia 

apakah dia termasuk orang bangsa asli atau orang asing karena ayah 

atau ibunya masih berstatus warga negara Arab. Undang-Undang 

Dasar tidak mengatur secara detail tentang status warga negara anak 

yang lahir dari pernikahan campuran, oleh karena itu perlu mengkaji 

peraturan dibawahnya, yaitu UU Kewarganegaraan. 

UUD 1945 sebagai peraturan perundang-undangan yang paling 

tinggi perlu dirujuk terlebih dahulu untuk melihat bagaimana 

ketentunya, setiap produk hukum memiliki kekuatan sesuai dengan 

tingkatannya.(Yumarni, n.d.) 

2. UU No. 12/2006  

Ketentuan pasal 4 UU 12/2006 memberikan kejelasan terhadap anak 

untuk dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia yaitu: 

a. Jika anak yang lahir dari pasangan WNI dan WNA dan dilahirkan 

di Indonesia maupun di negara ayah/ibu WNAnya. 

b. Anak yang dilahirkan seorang perempuan WNI meskipun tanpa 

perkawinan yang sah. 

c. Seorang anak yang dilahirkan WNI di negara asing sepanjang 

belum memperoleh status kewarganegaraan di negara ia dilahirkan 

(negara luar). Namun, jika negara pihak asing juga memberikan 

kewarganegaraan kepada anak tersebut, maka anak itu otomatis 

memiliki kewarganegaraan ganda terbatas. 

 Dari ketiga point tersebut dapat dihubungkan status anak yang 
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lahir dari perkawinan campuran dapat memeproleh kewarnegaraan 

ganda terbatas artinya sepanjang belum berumur 18 atau belum 

menikah anak itu masih boleh memiliki kewarganegaraan ganda (asing 

dan Indonesia), namun jika anak itu sudah mencapai umur 18 tahun 

atau sudah menikah maka dia harus memilih salah satu 

kewarganegaraan ayah atau ibu sesuai dengan negara asal ayah atau 

ibunya. 

Beberapa point penting dari ketentuan UU No 12/2006 yaitu: 

- Setelah anak lahir maka orang tua harus mendaftarkan anak 

di kedutaan besar atau dinas catatan sipil. 

- anak hanya memperoleh status kewarganegraan ganda dalam 

masa remaja atau sampai delapan belas tahun atau dapat 

disamakan dengan sudah berkeluarga secara mandiri atau 

bisa dikatakan sudah dewasa. 

- Seorang anak yang lahir dari nikah orang luar dengan orang 

Indonesia wajib menentukan negara mana yang akan menjadi 

negaranya bila sudah usia delapan belas tahun. 

3. PP No. 2/2007 

Ketentuan mengenai kehilangan kewarganegaraan Indonesia 

diatur dalam Pasal 31 ayat (1) jika anak sudah mencapai usia delapan 

belas tahun maka wajib menentukan pilihan negara mana yang ia pilih 

sebagai warga negara. Namun anak tersebut dapat memperoleh 

kembali status kewarganegaraan Indonesia jika ingin menjadi warga 

negara Indonesia dengan mengajukan permohonan kepada presiden 

melalui menteri. 

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terebut di atas, 

maka seorang anak yang dilahirkan dari nikah beda negara (Indonesia dengan 

negara lain) memiliki hak untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia 

sepanjang dia menginginkannya di usia 18 tahun, selain ketentuan tersebut 

sistem hukum kewarganegaraan Indonesia menganut asas-asas berikut:  
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1. Asas yang menyatakan bahwa status kewarganegraan Indonesia 

didasarkan pada keturunan bukan berdasarkan tempat kelahirannya. 

Artinya seorang anak yang lahir dari seorang ibu atau ayah WNI maka 

anak itu secara otomatis memiliki hak sebagai warga negara Indonesia 

kecuali jika saat dewasa ia memilih untuk pindah ke negara lain. 

2. Asas yang menyatakan bahwa seorang mendapatkan status 

kewarganegaraan berdasarkan tempat lahirnya artinya jika seorang 

anak lahir di negara Indonesia ia dapat memperoleh warga negara 

Indonesia sesuai ketentuan negara. 

3.  Asas tunggal sebagai warga negara, artinya jika sudah memperoleh 

status kewarganegaraan Indonesia atau siang tidak dapat memperoleh 

kewarganegaraan lainnya. 

4.  Asas kewarganegaraan ganda yaitu anak masih memiliki status 

kewarganegaraan ayah atau ibu asingya dan ayah atau ibu negara 

Indonesia, sehingga masih memperoleh hak sebagai anak dari kedua 

negaranya. 

Perlunya status kewarganegaraan anak yang lahir dari pernikahan campuran 

Anak yang lahir dari pernikahan campuran perlu memperoleh status 

kewarganegaraan baik asing maupun Indonesia agar anak tersebut dapat 

melakukan perbuatan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di negara 

yang menjadi kewarganegaraannya, beberapa perbuatan hukum yang dapat 

dilakukan jika memperoleh status kewarganegaraan Indonesia diantaranya: 

1. Perkawinan, anak yang memperoleh status hukum sebagai warga 

negara Indonesia dapat melangsungkan perkawinan sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang Perkawinan (UU No 19 tahun 2019) 

sehingga tata cara perkawinannya dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan 

di Indonesia. Larangan perkawinan beda agama, larangan perkawinan 

kontrak dan larangan perwakinan lain yang diatur dalam UU 

Perkawinan dan KHI bagi orang Islam. 



 

 
          Karimah Tauhid, Volume 4 Nomor 8 (2025), e-ISSN 2963-590X | Kurniawan et al  

6190 

 

2. Kependududkan, jika sudah memperoleh status sebagai warga negara 

Indonesia maka segala bentuk ketentuan UU kependudukan yang 

berlaku bagi anak itu harus diikuti seperti orang Indonesia lainnya.  

3. Melakukan transaksi jual beli tanah maka perlu bukti yang harus 

didasarkan pada data kewarganegaraan, anak perlu memperoleh status 

kewarganegaraan agar dapat melakukan transaksi jual beli tanah dan 

memperoleh akta auntentik yang berkekuatan hukum.(Hidayani et al., 

2024)  

4. Begitu juga dalam hak cipta jika anak yang lahir dari perkainan 

campuran mempunyai karya berupa lagu atau musik, dapat mengklaim 

haknya yaitu untuk memperoleh hak moral, hak ekonomi dan  hak  

pengalihan.(Rumatiga et al., 2024) 

5. Dan perbuatan hukum lain yang berlaku bagi setiap warga negara 

Indonesia juga berlaku bagi anak yang sudah berstatus sebagai warga 

negara Indonesia. 

Dari pertimbangan hukum tersebut maka status kewarganegaraan bagi 

anak yang lahir dari perkawinan campuran sangat penting karena berdampak 

pada perbuatan hukum anak tersebut jika sudah dewasa nanti. Anak yang sudah 

memiliki status sebagai warga negara Indonesia harus taat terhadap segala 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam 

segala bidang hukum. dalam negara hukum tentunya segala aktivitas harus 

didasarkan pada hukum, hukum harus diposisikan pada posisi yang paling 

tinggi.(Sulastri et al., 2018) 

Pemberian status kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan 

campuran bertujuan untuk melindungi hak-hak anak sebagai manusia atau Hak 

Asasi Manusia (HAM) dan untuk melakukan perbuatan hukum lainnya. 

Termasuk melindungi anak dari tindak pidana kejahatan apalagi dengan 

keadaan sekarang banyak tindak pidana yang perlu mendapat perlindungan 

dari negara.(Hidayat & Gautama, 2024) 
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KESIMPULAN 

 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran 

atau orang asing dengan orang Indonesia ada dua ketentuan yaitu 1) 

kewarganegaraan terbatas yaitu selama belum mencapai usia 18 tahun 

atau belum menikah, anak yang lahir dari perkawinan campuran masih 

memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan asing sesuai asal negara 

ayah atau ibunya. 2) Dan jika sudah mencapai usia 18 tahun atau 

menikah maka harus memilih salah satu kewarganegaraan asing atau 

Indonesia, dan jika  tidak memili maka dianggap telah melepaskan 

kewarganegaraan Indonesia.  

2. Pemberian status kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari 

perkawinan campuran sangat penting karena berdampak pada 

perbuatan hukum anak tersebut jika sudah dewasa nanti. Anak yang 

sudah memiliki status sebagai warga negara Indonesia harus taat 

terhadap segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

di Indonesia dalam segala bidang hukum.   
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